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ABSTRAK

Perwujudan good government, masyarakat disetiap daerah menuntut adanya treasipalan
keterbukaan dari sektor publik agar masyarakat tapngontrol dan memperbaiki kinerja pemerintahrdhae
Paradigma tersebut telah mendorong pemerintah mekalbe otonomi daerah seluas-luasnya tapi harus
diimbangi dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. ARB&upakan agenda strategis bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Tapi tidak semua daerdtasil memfungsikan APBD secara tepat. Penelitigén
dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Manado dan namb mengenai belanja modal. Tujuan penelitian
adalah mengetahui apakah Dinas Perhubungan Kotadatelah melakukan pencatatan dengan baik atals tid
(sesuai dengan Permendagri No 13/2006 dan PP N20@8.Metode analisis yang digunakan metode asalis
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Dinas rRéungan saat ini telah melaksanakan pengelolaan
keuangan sesuai dengan PP.No0.24 Tahun 2005 yaitgenai Standar Akuntansi Pemerintahan, namun belum
menerapkan secara keseluruhan karena tidak disapkaimulasi penyusutan dan beban penyusutan untuk
belanja modal. Berdasarkan karakteriktik kualitdiiPP No. 24 Tahun 2005 maka komponen laporan kgaa
di Dinas Perhubungan tidak lengkap (tidak ada eatattas laporan keuangan). Tapi informasi yangjitleza
tepat waktu, memilikifeedback valugmengoreksi ekspektasi dimasa lalu) dan memilikinfaat prediktif
(memprediksi masa yang akan datang). Belum sdsarana berdasarkan pada PP No. 24 Tahun 2005 lampir
II dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 bahwa lapokanangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kata kunci. analisis, pencatatan, pelaporan, belanja modal.

ABSTRACT

Realize good goverment requires area transparenuy apenness of the public sector so that people
can control and improve local government performarngaradigm support government give the widessjiis
autonomy but must be balanced with the Fiscal Mamaget. Budget is a strategic agenda for improving th
welfare of society. But not all areas managed pmdpéunctioning budget. The research was conduaéthe
Department of Transportation and the city of Manaally discuss about capita spending. The purposthef
study was to determine whether the Department ah$portation has done well or not recording Permagd
No. 13/2006 and PP No. 24/2005. The analytical mdtlused Using secondary. The results of this study
indicate Department of Transportation today hagbémplementing financial management pursuant taNRP
24 of 2005 that the Government Accounting Standdods has not been implemented as a whole becdlise i
not presented accumulated depreciation and deptirizexpense for capital expenditure. Based on tjative
karakteriktik in PP No. 24 of 2005, the componemis the financial statements in the Department of
Transportation is not complete (no notes to theafinial statements). But the information presentedtine,
have a feedback value (correct expectations in flast) and has the benefit of a predictive (predigtithe
future). Not appropriate because it is based on Bie¢ 24 of 2005 Annex Il and Permendagri No. 1320606
that the financial statements on education consigtthe Budget Statement, Balance Sheet and Notelset
Financial Statements.

Keywords analysis, record, report, capital expenditure
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia di tengah dinamika perkembangan globalpua nasional,saat ini menghadapi berbagai
tantangan yang membutuhkan perhatian serius serima&.pKeinginan untuk mewujudkagood governance
merupakan salah satu agenda pokok reformasi yahgrajpkan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh
pemerintah daerah. Masyarakat menuntut adanya alilitas yang baik disertai dengan transparansi dan
keterbukaan pengelolaan sektor publik supaya makgadapat turut serta dalam mengontrol dan mengildrb
kinerja pemerintah daerah. Mahsun (2006:97) mesliga ada beberapa kendala dalam mengimplementasika
akuntabilitas dalam sektor publik antara lain ageathu rencana yang tidak transparafasioritism (isu yang
licik), kepemimpinan yang lemah, kekurangan sumitaya,lack of follow-through(manajemen tidak dapat
dipercaya), garis wewenang dan tanggung jawab kujelas dan kesalahan penggunaan data.

Paradigma baru tersebut menyebabkan pemerintabberéan otonomi kepada daerah seluas-luasnya
yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengueus rdengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya
guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan petalean dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi dagaftsahakan dengan memberikan otonomi seluas-la@asny
dan secara proporsional kepada daerah yang diwajud#engan adanya pengaturan, pembagian dan
pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadidea adanya perimbangan keuangan antara pusat dan
daerah.

Darise (2009:19) menjelaskan pelaksanaan otonoariatietidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar
daerah akan memperoleh sumber pendapatan termasizkperimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbang
dengan sejauh mana instrument atau Sistem Pengeldf@uangan Daerah mampu memberikan nuansa
menejemen keuangan yang lebih adil, rasional, para, partisipatif-dan tanggungjawab. Hingga saat
otonomi daerah memang sudah berjalan di tiap dadiaimdonesia. Tapi tidak semua daerah mempunyai
kesiapan yang sama. Adakalanya pemerintah lebihgamtung pada pemerintah pusat dan kurang
memperhatikan dan mengoptimalkan pendapatan dadfaka dari itu pelaksanaa APBD juga seringkali
bermasalah. Dan berbicara mengenai APBD, upay®aiean pengelolaan keuangan daerah, khususnya
perencanaan APBD, masih merupakan agenda strategispercepatan peningkatan kesejahteraan rakyat di
daerah (untuk daerah tertentu).

Khususnya dikota Manado sendiri masalah yang serinogcul salah satunya adalah anggaran APBN
maupun APBD terlalu muluk-muluk tapi sulit terealss sehingga kinerja dari SKPD masih perlu dievalua
(beritamanado.com). Informasi lain menyebutkan bahdata aset yang masuk di Pemerintah Propinsi
mengalami keterlambatan sehingga dalam proses galagke BPK juga ikut mengalami keterlambatan. Dari
uraian dan permasalahan diatas maka penulis fertamtuk mengambil judul “Analisis Pencatatan dan
Pelaporan Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Klataado Tahun 2011”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kgla Dinas Perhubungan Kota Manado telah
melakukan pencatatan sesuai dengan Peraturan M&dam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP Nomor 24 TaB0h &ntang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai
acuan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Pengertian akuntansi adalah suatu proses pendiasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan atas
transaksi keuangan suatu organisasi/entitas yagpgndkan sebagai informasi pengambilan keputusanako
baik untuk pihak internal maupun eksternal. Darhgertian diatas mak@put akuntansi adalah transaksi
keuangan yang tercermin dalam bukti transaksi, kiemumengalami sebuah proses identifikasi, ukutatodan
lapor menghasilkanutputberupa laporan keuangan.
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1.

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem merupakan suatu kegiatan yang telah ditemtelranya dan biasanya dilakukan berulang-
ulang. Sistem juga merupakan sekelompok komponerg yaasing-masing saling menunjang saling
berhubungan atau tidak yang keseluruhannya mermpagbuah kesatuan. Selain itu sistem merupakan
suatu hal yang ritmis, berulang kali terjadi, atangkah-langkah terkoordinasi yang dimaksudkan kintu
mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian jika a&nsi bertujuan membuatkan laporan keuangan
maka diperlukan sebuah sistem akuntansi yang mamdpgencapaian tujuan tersebut.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Indonesia

Sistem akuntansi adalah sistem yang dapat menysjikformasi untuk digunakan dalam
hubungan bisnis dan pelaporan kepada pemilik, knedian pihak-pihak lain yang berkepentingan. Sist
akuntansi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukanejemen untuk menyajikan informasi yang
diperlukan oleh pihak-pihak diluar organisasi sésiengan prinsip akuntansi berlaku umum. (Fees dan
Warren 1990, dikutip oleh Halim 2010:7)

Dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kgaranlan Kinerja Instansi Pemerintah
disebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintah m&amparangkaian sistematik dari prosedur,
penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk upalkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungann@gsi pemerintah. Dengan demikian sistem
akuntansi pemerintah adalah sistem pencatatan gapgt menghasilkan informasi keuangan untuk tujuan
intern pemerintah bahkan untuk tujuan luar orgasiisa

Pada era reformasi telah melakukan koreksi secagaymeluruh terhadap sistem keuangan
Negara yang dipergunakan pada masa pemerintaharbard dalam upaya meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Kone&giama dengan menyatukan anggaran Negara yang
tadinya dibagi dalam dua kelompok, yakni : anggaraim dan anggaran pembangunan. Dalam masa orde
baru, anggaran rutin dikontrol oleh Kementrian afpartemen Keuangan sedangkan besarnya anggaran
pembangunan struktur pembelanjaannya maupun alokasdikendalikan oleh Bappenas.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sekarang memiliki kewenanganalaggung jawab yang lebih besar dalam
menyediakan pelayanan publik demi peningkatan kédejaan dan kualitas hidup masyarakat. Otonomi
daerah meliputi berbagai aspek, yaitu hubunganrarRamerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bentuk
dan struktur pemerintahan daerah, pengawasan tshadnyelenggaraan pemerintah didaerah, serta
hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masydi@akaihak ketiga.

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Pemerintah secara bertahap telah melaksanalka@obghan yang mendasar mengenai pengelolaan

keuangan Negara. Hal ini ditandai dengan disahkantiya Undang-Undang di bidang keuangan Negara
(Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuarigegara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-UndamgMNid Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Seiring dedgamkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, definisi keuangan negang gaat ini digunakan harus mengacu kepada paratur
perundangan tersebut. Menurut pasal 1 ayat 1 Ukketart keuangan Negara didefinisikan sebagai seraka h
dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan usega segala sesuatu baik berupa uang maupumpderu
barang yang dapat dijadikan milik negara berhubdeggan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dasar Hukum Keuangan Negara/Daerah
“Dasar hukum pengelolaan keuangan Negara adalah:

1. Amandemen UUD 1945 Bab VIl pasal 23

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 TahurZDéntang Keuangan Negara.

Dasar hukum pengelolaan keuangan Daerah adalah:
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuaagéara Pemerintah Pusat dan Daerah
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Peragaioldan Tanggungjawab Keuangan
Negara
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentaaigdar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentastgi@ilnformasi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangélelaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangélelaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangoizap Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentangételaan Uang Negara/Daerah

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2€@f8ang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

©WoNo O

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\

Pemda memiliki APBD dalam pengurusan umum, dan keka milik daerah yang dipisahkan pada
pengurusan khusus. Bagian ini akan menjelaskararaesingkat APBD sebagai inti pengurusan umum
keuangan daerah. Menurut PP Nomor 17 Tahun 2003IB&PBN merupakan wujud pengelolaan keuangan
negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undangagd APBN terdiri atas anggaran pendapatan, arggar
belanja, dan pembiayaan. APBN disusun sesuai dekgbntuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan
kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. ftergiu Rancangan APBN sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja fgate dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan
bernegara.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Fungsi otorisasi
Fungsi perencanaan
Fungsi pengawasan
Fungsi alokasi
Fungsi distribusi
Fungsi stabilitasi

ok wnhE

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

Dalam struktur Pemerintah Daerah, Satuan Kerja if@ Daerah (SKPD) merupakan entitas
akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan paetaatatas transaksi-tansaksi yang terjadi di limglan
satuan kerja tersebut. Menurut Peraturan MentedamDaNegeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kontribusi kearadgerah, terdapat dua jenis Satuan Kerja yaitu:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyangkst SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/penbgusrzg.

2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang sétgajulisingkat SKPKD adalah perangkat daerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaraglpem barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan akuntai&@PB adalah sebagai berikut:
1. Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
4. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Secara umum sistem akuntansi pada SKPD dapat shjgtesecara singkat sebagai berikut:

1. Akuntansi Pendapatan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005atentStandar Akuntansi Pemerintahan
disebutkan bahwa pendapatan adalah semua penerinrekening Kas Umum Negara/Daerah yang
menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahggaaan yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali olempeintah. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 tahun 2006 disebutkan bahwa pendapadalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Akuntagrisilppatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yait
dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak menjcethlah nettonya.
2. Akuntansi Belanja
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Definisi belanja menurut PP No. 24 Tahun 2005 adaabagai berikut : “Belanja adalah semua
pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara / Dagaatg mengurangi ekuitas dana lancar dalam
periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak @ipenoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.”
Akuntansi belanja pada SKPD meliputi akuntansi bgldJP (Uang Persediaan), GU (Ganti Uang), TU
(Tambahan Uang) dan LS (Langsung).

3. Akuntansi Aset

Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi peraratdan pelaporan akuntansi atas perolehan,
pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikakin penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai /
digunakan SKPD.

4. Akuntansi Selain Kas

Akuntansi selain kas pada SKPD meliputi proses ptatan, pengikhtisaran, sampai dengan
pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semusaksiratau kejadian selain kas yang dapat dilakukan
secara manual atau komputerisasi. Bukti transa&sgydigunakan dalam prosedur selain kas berupa bukt
memorial yang dilampiri dengan bukti-bukti transgitea tersedia.

Penelitian Terdahulu

Fauziah (2011) dengan judul “Analisis Pencatatam d®elaporan Keuangan pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lima PuluhaK@tudi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah)”.
Hasil penelitian menunjukkan Badan Kepegawaian BlaeKabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan
pencatatan akuntansi keuangan untuk akuntansi jeettan akuntansi aset sesuai dengan Peraturan klente
Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedomamgélelaan Keuangan Daerah, serta Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor S.900/316/BAKD tentangdeman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan
akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Kendbgerah.

Analisis Pencatatan dan Pelaporan pada SKPD Petakan Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas
Tata Kota Tata Bangunan) oleh Noviana (2009). Hpshelitian menunjukkan telah melakukan pencatatan
laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemebialaim Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan dari kesimpulga joenunjukkan bahwa sistem pembukuan akuntansi
yang diterapkan oleh Dinas Tata Kota Tata Banguadalah sistem pembukuan berpasanganulfle entry.

Penelitian Rosdini (2008) yang dipresentasikarBad Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
berjudul Akuntansi Pendapatan Dan Belanja Bagu Piead Daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang harusasdijerapkan oleh seluruh pemerintah daerah di
Indonesia, di antaranya adalah penerapan SistermtAksi Keuangan Daerah yang terdiri dari akuntansi
pendapatan, belanja, pembiayaan dan transaksiamn k

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Kuncoro (2009:87) menjelaskan terdapat dua jenigepian yaitu :

1. Penelitian Eksploratif Explorative Research)adalah penelitian yang bertujuan untuk
mengembangkan pengetahuan atau dugaan yang sifa@sih baru dan untuk memberikan arahan
bagi penelitian selanjutnya. Tujuan utama dari §epénelitian ini adalah untuk mengidentifikasi
situasi penelitian dan tujuan khusus atau data yhperlukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Penelitian Konklusif Conclusive Researytadalah penelitian yang bertujuan untuk mengugiuat
membuktikan sesuatu dan untuk membantu si permgiim memilih tindakan khusus selanjutnya

Dan dalam penelitian ini menggunakan jenis peragliteksploratif, karena metode yang digunakan

dengan cara mewawancarai beberapa orang ahli digiggang berhubungan dengan situasi yang akan tditeli
dan mengumpulkan data dari data yang sudah adasatiah dipublikasikan (sesuai dengan prosedurlitieime
eksploratif).

Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Ké&fanado yang beralamat di jalan Cereme. Dan
waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober 201 2r&mpi dengan Maret 2013.
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Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini meliputi

1. Perumusan Masalah
Pada masalah ini peneliti melihat dan menggali Iagiipermasalahan yang diangkat untuk diteliti
lebih jauh. Masih dalam tahapan ini peneliti bekdisi dengan Pihak Laboraturium Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi untukimbhehas pokok permasalahan serta metode
yang akan digunakan

2. Pengambilan Data
Pada tahapan pengumpulan data peneliti melakukaereasi langsung ke Dinas Perhubungan
Kota Manado dan mewawancarai langsung Kepala Bad{@wangan dan melakukakan
pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan.

3. Penarikan Kesimpulan
Setelah semua mengumpulkan data-data yang diperlpkaeliti kemudian berdiskusi dengan
Dosen Pembimbing. Hasil diskusi ini kemudian mengmian dalanm penarikan kesimpulan.

— TEOR —

Masalah Penelitic
\ 4

Tuiuar
v

L Teori Teoritis/Konseptual
A J

Menaumpulkan da
v

Analisis Dat:
v

Penafsiran da
\ 4

Kesimpulal

Gambar 1. Diagram Prosedur Penelitian

Metode Pengumpulan Data

Kuncoro (2009:145) menjelaskan jenis data dibagnjaéi dua bagian yaitu data:

1. Data kualitatif adalah data yang dapat diukur datkala numerik

2. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam swskala numerik (angka), yang dapat dibedakan
menjadi data interval (data yang diukur dengan lfadéantara dua titik pada skala yang sudah
diketahui) dan data rasio (data yang diukur dengjgatu proporsi).

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalatadaiantitatif, yaitu data anggaran

Kuncoro (2009:148) menjelaskan sumber data dibagijadi dua bagian yaitu:

1. Data primer. Data primer biasanya diperoleh dengarvei lapangan yang menggunakan semua
metode pengumpulan data orisinal.

2. Data sekunder. Data sekunder biasanya telah dikikapuoleh lembaga pengumpul data dan
dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data seéubthas Perhubungan Kota Manado dalam DPA

(Dokumen Pelaksana Anggaran). Langkah-langkah dalemgumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaanlilfrary research, yaitu mempelajari buku-buku dan artikel yangrkstan
dengan permasalahan yang akan dibahas dalam pemétit

2. Studi lapanganfield research, yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasslamgpada unit
yang di teliti.

3. Dokumentasi merupakan mengambil data-data dartaratalokumen dan administrasi yang sesuai
dengan masalah yang diteliti.
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4. Wawancara merupakan komunikasi atau pembicaraaradirayang dilakukan oleh pewawancara
dan responden untuk menggali informasi yang reledangan tujuan penelitian. Wawancara bisa
dilakukan secara terstruktur maupun tidak tergtrukSugiyono:2007:194)

Metode Analisis Data

Kuncoro (2009:10) menjelaskan berdasarkan metodeelan yang dilakukan, penelitian dapat
diklasifikasikan menjadi penelitian historis, peitieh deskriptif, penelitian korelatif, penelitiakausal
komparatif dan penelitian eksperimental.

1. Penelitian historis meliputi kegiatan penyelidik@emahaman, dan penjelasan keadaan yang telah
lalu.
2. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan dataukntiuji hipotesis atau menjawab pertanyaan
mengenai status terakhir dari subjek penelitian.
3. Penelitian korelasional berusaha untuk menentulekah terdapat hubungan (asosiasi) antara dua
variable atau lebih, serta seberapa jauh korelasijyada diantara variable yang diteliti.
4. Penelitian kausal komparatif dan eksperimentalisetaengukur kekuatan hubungan antara dua
variable atau lebih, juga menunjukkan arah huburayatara variabel bebas dengan variabel terikat.
Studi kausalitas mempertanyakan masalah sebabtakiba
Dalam menganalisa data yang terkumpul penulis mengkan metode penelitian deskriptif dengan
pengambilan data kualitatif yang bertujuan untukmahami data yang dengan cara mengklasifikasi dan
mengumpulkan berupa catatan belanja modal dariBiBBas Perhubungan.

HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Perhubungan Kota Manado adalah salah saiul8aSKPD yang ada di Manado. Bertempat
didaerah yang cukup strategis dekat dengan pudat &i@mu lebih tepatnya beralamat di jalan Cereme da
berada ditengah-tengah pemukiman warga. Dinas Barfgan Kota Manado dipimpin oleh Bapak Y.B.
Waworuntu, selaku kepala Dinas. Visi Dinas Perhiamadalah Perhubungan terdepan dalam mendukung
percepatan pembangunan untuk mewujudkan Manado Motiel Ekowisata. ( Transportasi kota handal dan
ramah lingkungan ). Dan Misi Dinas Perhubungan alddllewujudkan sistem Perhubungan yang handal,
terintegrasi, lancar, efektif, efisien aman danmga serta meningkatkan dan memperkuat ketahanameko
masyarakat dengan mengedepankan peran serta niladyaramenuju Manado sebagai kota yang
menyenangkan.

Dinas Perhubungan Kota Manado dipimpin oleh seoregala Dinas yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Walikota melalui- SekertBagrah.- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
Dinas Perhubungan Kota Manado didukung oleh 14hg@megawai Negeri Sipil (PNS). Dinas Perhubungan
Kota Manado merupakan unsur pelaksana Pemerintah, idonana mempunyai tugas pokok melaksanakan
kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perhubungafipati urusan lalu lintas dan angkutan, pengujizam
keselamatan, sarana/prasarana lalu lintas jalafjetalnatan, perparkiran serta terminal.

Analisis Transaksi

PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pietaban mengatur, belanja adalah semua
pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daeraly yaengurangi ekuitas dana lancar dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan digleqaémbayarannya kembali oleh pemerintah, sedangkan
menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 TaR006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pameh daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih.

Akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutupartanggungjawaban sesuai dengan ketentuan.
Akuntansi belanja juga dapat dikembangkan untukekiefan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang
memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersedkiintansi belanja pada satuan kerja dilakukan oleh
PPK-SKPD dan terlihat dari flowchart (lampiran Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputiatdansi
belanja UP (uang persediaan)/GU (ganti uang)/Tthftah uang), dan akuntansi belanja LS (langsung).

310 Jurnal EMBA
Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 304-313



ISSN 2303-1174 Anisaa Syefira, Analisisitatatan dan......

Di Dinas Perhubungan Kota Manado pembayaran bel&hjususnya belanja modal menggunakan
mekanisme LS (pembayaran langsung kepada pihagekeBierdasarkan Permendagri 13/2006 pasal 206 dapat
dilakukan untuk :
1. Pembayaran pihak ketiga sesuai dengan ketenteiiypan perundang-undangan. Dokumen SPP-
LS untuk pembayaran ini disiapkan pleh PPTK.

2. Belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yarig pembayaran langsung kepada pihak
ketiga dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Doku@B®-LS pembayaran ini disiapkan oleh
Bendahara Pengeluaran.

Contoh jurnal peneriman kas yang terjadi pada DiFRashubungan Kota Manado adalah sebagai
berikut: Pada tanggal 27 Mei 2011 bendahara pergeiumenerima SP2D No. 04821/LS/V/Keud/2011 .
Berdasarkan bukti tersebut PPK-Dishub mencatastksi tersebut dengan jurnal sebagai berikut :

Tabel 1. Contoh Jurnal Transaksi Penerimaan Kas

Tgl Kode Nama Ref | Debit Kredit
rekening| Perkiraan
7 Jan Kas di Bendahara 114.303.750
Pengeluaran 114.303.750
RK-PPKD

Khusus untuk belanja yang menghasilkan aset te¢dglah jurnal pengakuan belanja, Dishub juga merhbua
jurnal korolari untuk mencatat aset tetap. Dan obirjtirnal sebagai berikut :

Tabel 2 Contoh Jurnal Korolari
Nama Perkiraan Debit Kredit
Aset Tetap Peralatan dan Mesin 970.277.375
Diinvestasikan dalam Aset
Tetap 970.277.375

PPK-Dishub secara berkala akan memerima SPJkaemilahara pengeluaran. SPJ tersebut dilampiri
dengan bukti transaksi, maka berdasarkan SPJ ddti bansaksi yang diterimanya PPK-Dishub akan
mencatatnya dalam jurnal pengeluaran kas dengaeniefy belanja- belanja di debit dan Kas di Bendahar
Pengeluaran di kredit.

Pembahasan

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Permentagnor 13 Tahun 2006 Pasal 50 huruf ¢
digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalamgka pembelian/pengadaan atau pembangunan aget teta
berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari (@iabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peraldtan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan
jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelianggadaan atau pembangunan aset tetap berwujudasetza
dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam felamodal hanya sebesar harga beli/lbangun aset.
Konstruksi dalam pengerjaan aset tetap apabilahteklesai dibagi sesuai dengan kelompok asset.nbala
catatan atas laporan keuangan yang perlu diungkepkauk masing-masing konstruksi tercantum dalanacee
awal antara lain penilaian untuk menentukan niaicatat, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasin glanlah
pengeluaran pada setiap post aset dalam pengefeendi Dinas Perhubungan Kota Manado dalam laporan
keuagannya telah dilengkapi dengan catatan damdagauangan.

Laporan keuangan Neraca yang disajikan oleh Dirembibungan Kota Manado, terlihat bahwa belanja
modal pada tahun 2010-2011 masing-masing sebesa2&$63.554.375,00 dan Rp. 28.671.185.125,00.i Nila
tersebut menggambarkan nilai perolehan aktiva tetampai dengan sekarang termasuk dengan adanya
tambahan aktiva tetap pada tahun-tahun terakhiny®@n nilai aktiva tetap tersebut tidak sesuangin
keadaan yang sesungguhnya dan akan mengakibatkdahjsisi aktiva akan selalu terlihat lebih besggdahal
sesungguhnya nilai aktiva sudah tidak sebesar padtaktiva tetap diperoleh pertama kali dalam ksindng
lebih baik.
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Laporan Keuangan Dinas Perhubungan agar tidak dierjekeliruan pada pihak-pihak yang
berkepentiungan, maka penyajian aktiva tetap hameaggambarkan nilai dari keadaan yang sesungguhnya
bahwa aktiva tersebut sudah digunakan bahkan sbdatpir masa manfaatnya, adalah dengan menyajikan
jumlah penggunaan aktiva tetap yang telah dilewatsa manfaatnya, yaitu akumulasi penyusutan akeitzg.

Dinas Perhubungan Kota Manado saat ini telah melaédsan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP
No.24 Tahun 2005 yaitu mengenai Standar Akuntansiné&rintahan, namun belum menerapkan secara
keseluruhan, hal ini terlihat pada laporan keuangaraca yaitu tidak disajikan akumulasi penyusudzzm
beban penyusutan untuk belanja modal. Berdasarkeakkeriktik kualitatif pelaporan keuangan di PPrivar
24 Tahun 2005 maka komponen laporan keuangan daDiterhubungan telah lengkap. Dan informasi yang
disajikan tepat waktu, memilikieedback valugmengoreksi ekspektasi dimasa lalu) dan memilikinfaat
prediktif (memprediksi masa yang akan datang). ikarsesuai dengan komponen laporan keuangan di PP No
24 Tahun 2005 lampiran Il dan Permendagri NomoiTaBun 2006 bahwa laporan keuangan SKPD terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atpsraa Keuangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan twhwDinas Perhubungan dalam pencatatan dan
pelaporan keuangan telah sesuai dengan PeraturateM®alam Negeri No.13 tahun 2006 dan PP No. 24
Tahun 2005, tetapi tidak menyajikan akumulasi pesayan untuk belanja modal pada neraca. Akibatnya
penyajian nilai aktiva tetap tersebut tidak sesd@ngan keadaan yang sesungguhnya, namun di aktigp t
yang sudah hampir habis masa pakainya bahkan sidtdhlayak lagi untuk digunakan masih disajikabesar
nilai perolehan.

Saran
Saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Tahun anggaran 2012 dan seterusnya hendaknya Piedmibungan Kota Manado dalam pengelolaan
keuangan daerah berpedoman kepada peraturan a@damgagar pengelolaan keuangan daerah yang
efektif dapat terwujud dan laporan keuangan yarsgjikan tepat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2.  Perlu adanya SDM yang memiliki spesialisasi dan &mpuan khususnya dalam proses akuntansi
(pencatatan dan pelaporan)
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